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I PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
I . ^ ^ ^ ^ «
h INSPEKTORAT

Jl.Patih Runibih No. 80. Telp. (0513) 21355-22268 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengali, Kode Pos 73514.

KEPUTUSAIJirtlNSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS
I NOMOR: 188.4/78-<»A1II-C/IRKAB.KPS.2015

I TENTANG
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS
I

Menimbang ; bahwa untuk efektif, efesien, transparan dan akuntabel pelayananan administrasi,
I pelaksanaan pemeriksaan, reviu, evaluasi dan monitoring perlu dibuat Standard
, Operating Prosedure (SOP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kapuas.
t

b. bahwa berdasaikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
i menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Kapuas tentang Standard Operating

• ' Prosedure (SOP) pelayanan administrasi, pemeriksaan, reviu, evaluasi dan monitoring.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

i. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kofupsi
, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
I Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
' Tindak Pidana Korupsi.

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran

Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran

Serta Masyarakat dan Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
' Pidana Korupsi.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan
I Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

7. Perturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
i Keputusan Presiden HI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan

" Penyelenggaraan Pemerintalian Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan

Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
' 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
' Pemerintah.

11. Keputusan Men.PAN Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum
. Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi InstansiPemerintah.

12. Peraturan Daerali Kab Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan
Organisasi danTataKerja Inspektorat Kabupaten Kapuas.

13. Perbup Kapuas No. 141 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan tata Kerja
Inspektorat Kab Kapuas

14. Perbup Kapuas No. 171 Tahun 2012 tentang Pedoman TataNaskali Dinas.
15. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

Staadar Operasional Pro.sedur Administrasi Pemerintalian di Lingkungan Pemerintali
Kab Kapuas •
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDEJ^APAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

KEDUABELAS

MEMTJTUSKAN :

; Standard OperatingProsedure (SOP) Pemeriksaan Regular berdasarkan Program Kerja
Pemeriksaan Tahunan (PKPT) sebagalmana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

I

; Standard Operating Prosedure (SOP) Penanganan Pengaduan Masyarakat,
sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan Ini.

I

: Standard Operating Prosedure (SOP) Penyususnan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAIQP), sebagaimana tercantum dalam lampiran HI keputusan
i^i.

I

: l^tandard Operating Prosedure (SOP) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKEP), sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.

: Standard Operating Prosedure (SOP) Penerbitan Surat Tugas Pemeriksaan Sesuai
PKPT, sebagaimana tercantum dalam lampiran V keputusan ini.

: ^tandard Operating Prosedure (SOP) Pclayanan Administrasi Surat Masuk,
^ebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Standard Operating Prosedure (SOP) Pelayanan Administrasi Surat Keluar,
sebagaimana tercantum dalam lampiran Vn keputusan ini.

Standard Operating Prosedure (SOP) Cuti Tahunan , Cuti Alasan Penting, sebagaimana
tjercantum dalam lampiran Vin keputusan ini.

I

Standard Operating Prosedure (SOP) Mekanisme Pembuatan RKA, sebagaimana
liercantum dalam lampiran IX keputusan ini.

I

: Standard Operating Prosedure (SOP) Penyusunan Rencana Kerja Satnan Kerja
Perangkat Daerah (RENJA SKPD), sebagaimana tercantum dalam lampiran X
keputusan ini

I

Standard Operating Prosedure (SOP) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(ILKPD), sebagaimana tercantum dalam lampiran XL keputusan ini.

I

: Standard Operating Prosedure (SOP) ini merupakan acuan bagi Pejabat Struktural dan
^ungsional serta Pelaksana di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kapuas.

KETIGABELAS : ^eputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan akan diubah dan di{>erbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
ada tanggal

Kuala Kapuas
30 April 2015

inspektorat

RI^UPATEN KAPUAS

URFERIYAITO,MT
bmbina Utama Muda
19650212 199003 1 017

Terabusan Kepada, Yth ; i
1. Menteri Dalam NegeriUp. InspekturJenderal, di - Jakarta.
2. Gubemur Kalimantan "yengah Up. Inspektur Prov. Kaltcng di - Palangka Raya
3. Bupati Kapuas (sebagai laporan), di - KualaKapuas.
4. Sekretaris Daerah Up. Bagian Organisasi Setda Kab Kapuas di - Kuala Kapuas
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Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan Oleh INSPEKTUR
Nama SOP : Penanganan Pengaduan Masyarakat

T>asar Hukum

INSPEKTORAT
KABUPATEN KAFUAS

SEKRETARIS INSPEKTORAT
SEKRETARIAT INSPEKTORAT KAB. KAPUAS

TLualilikasi Pelaksana

S.Peratt^ Bupati Kapuas Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Admimstrasi Pemenntahan di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas

1. INSPEKTUR : 32 Manajemen /semua Jurusan, 51 Hukum atau 51
semua jurusan (berpengaiaman bidang Pengawasan)

i., Sekretaris: 51 (berpengaiaman bidang pengawasan)
3. Kasubag: 51 (berpengaiaman bidang pengawasan)
4. JFU ; SWA, D3 dan 51

Keterkaitan

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Penyusunan Renja
3. SOP Penyusunan Rencana Keija Tahunan
4. SOP Surat Keluar

Pcralatan/Periengkapan
1. Buku pedoman Tata naskah dinas
2. Buku Agenda
3. LembarDisposisi
4. Kartu Kendall Keluar
5. Komputer
6. ATK

7. Lemari Arsit
Pencatatan dan Pendataan





NO

1.

URAIAN PROSEDUR

Menerima aan mencatat Pengaduan Masyarakat yang
masuk secara tertulis pada Agenda Penerimaan
Pengaduan Masyarakat

Mempelajari dan Menelaah Pengaduan Masyarakat
untuk dilaporkan ke Inspektur

Mengoreksi dan mendisposisikan Pengaduan Masyarakat
untuk ditindaklanjuti

Mencatat dan mengendalikan Pengaduan Masyarakat
(penting/rahasia/segera) dengan memberikan nomor unit,
Tanggal Telaah, Substansi Penelahaan, Unit Pelaksana
Tindak Lanjut, Status Penanganan dan Pelaporan pada
Buku Kendali Pengaduan Masyaralmt, kemudian
Berkoordinasi dengan Instansi terkait sebagai tindak
Lanjut/Penanganan Pengaduan Masyarakat sesuai arahan
Inspektur.
Mengarsipkan Pengaduan Masyarakat.

JFU

PELAKSANA

Ka.Subbag
Evaluasi dan

Pdaporan

MUTU BAKU

Sekretaris Inspektur Persyaratas Waktu

Koreksi

'Komputer
ATK

Buku Agenda

Kartu

KendaM

Komputer
ATK

Buku

Kendali

Pengaduan
Masyarakat

60 menit

30 menit

60 merdt

3 hari Dokumen/Bukti

Pendukung

Lemari Arsip 25 menit

Kfibupaten Kapuas

URVe^NTO, MT
50212 199003 1017

INSPEKTOfSf

Output

Surat Pengaduan
Masyarakat

Arsip/Dokumen
Pengaduan

Ket
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No.
Tgl. Teritna Hasil

Telaah

iirUiiiiiiaa

Tgl. Surat
Penelahaan

BUKU KENDALI PENGADUAN MASYARAKAT

Lampiran

Keputusan Inspektur Kab. Kapuas
Nomor :

Tanggal : L i£^

Substansi

Penelahaan

Unit Pelaksana

Tlndak Lanjut
Status Penanganan

Pelaporan KeteranganDalam Proses Selesal




























































































































































































































